
WALIKOTA PALANGKA RAYA
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGRA RAYA

NOMOR  188.45/Ilo /2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KO0RDIN.ASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAII KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Menimbang              :    a.   bahwa  untuk  melaksanakan  ketentuan  Pasal  3  ayat  (2)
Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  53  Tahun  2020
Tentang    Tata    kelja    dan    penyelarasan    Kelja    serta
Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim
Koordinasi   Penanggulangan   Kemiskinan   Provinsi   dan
Kabupaten/Kota    menyebutkan    dalam    melaksanakan
Penanggulangari  Kemiskinan membentuk Tim Koordinasi
Penanggulangan  Kemiskinan Daerah Kota Palangka Raya
dengan Keputusan Walikota Palangka Raya Tahun 2021 ;

b.   bahwa berdasarkan pertimbangan sebagalmana dimaksud
dalam  huruf  a  perlu  menetapkan  Keputusan  Walikota
Palangka  Rayal  tentang  Tim  Koordinasi  Penanggulangan
Kemiskinan Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 ;

Men8ingat 1.   Undang-Undang     Nomor     5     Tahun      1965     tantang
Pembentukan  .  Kotapradja    Palangka    Raya    (Lembaran
Negara   Republik   Indonesia   tahun    1965    Nomor   48,
TambahaLn  Lembaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
2753);

2.   Undang-Undang     Nomor     21     Tahun      1985     tentang
Penetapan   Undang-undang   Darurat   Nomor   10   Tahun
1957  Tentang  Pembentukan  Daeral  Swatantra Tingkat I
Kalimantan   Tengah    dan    Perubahan    Undang-undang
Nomor  25  Tahun   1956  tentang  Pembentukan  Daerah-
Daerah     Swatantra     Tingkat     I     Kalimantan     Barat,
Kalimantan  Selatan  dan  Kalimantan  Timur  (I+embaran
Negara   Republik   Indonesia   Tahun    1957    Nomor   53,
Tambahan  I,embaran  Negara  Republik  Indonesia  Nomor
1284)     Sebagai     Undang-Undang     (I,embaran     Negara
Republik  Indonesia  Tahun   1958  Nomor  62,  Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

3.   Undang-Undang  Nomor  25  Tahun  2004  tentang  Sistem
Perencanaan  Pembangunan  Nasional  (Lembaran  Negara



4.   Undang-Undang     Nomor     11     Tahun     2009     tentang
Kesejahteraan     Sosial     (Lembaran     Negara     Republik
Indonesia  Tahun  2009  Nomor  12,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4967) ;

5.   Undang-Undang     Nomor     12     Tchun     2011     tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara   Repubm   Indonesia   Tahun   2011    Nomor   82,
Tambchan     I,embaran     Negara     Republik     Indonesia,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tchun 2019 tentang Perubaban atas Undang-Undamg
Nomor  12 Taliun 2019  Nomor  183, Tambahan Lembaran
Republik Indonesia Nomor 6398) ;

6.   Undang-Undang     Nomor     13     Tahun     2011     tentang
Penanganan  Fakir  NIskin   (Lembaran   Negara  Republik
lndenesla  Tchun  2011  Nomor  83,  Talnbahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5235) ;

7.   Undang-Undang     Nomor     23     Tahun     2014     tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara    Republik
Indonesia  Tahun  2014  Nomor  244,Tambahan  Lembaran
Negara  Republik  Indonesia  Nomor  5587),   sebagainana
telah  diubah  beberapa  kali  terakhir  dengan  Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas   Undang-Undang  Nomor   23   Tahun   2014   tentang
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran     Negara    Republik
Indonesia  Tahun  2015  Nomor  58,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia  Nomor 5679);

8.   Peraturan  Pemerintah  Nomor   12  Tahun  2019  tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara republik
Indonesia  Tahun  2019  Nomor  42,  Tambahan  Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322) ;

9.   Peraturan   Presiden   Nomor    15   Tahun   2010   tentang
Percepatan   Penanggulangari   Kemishinan,   sebagaimana
telah diubah dengap Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
15   Tahun   2010   tentang   Percepatan   Penanggulangan
Kemiskinan (Lembarali Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor  199);

10.Peraturan   Presiden   Nomor   33   Tahun   2020   tentang
Standar    Harga    Satuan    Regional    (Lembaran    Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);

11. Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor   168/PMK.07/2009
tentang Pedoman Pendanaan Urusan Bersama Pusat dan
Daerah untuk Penanggulangan Kemiskinan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 418) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
148/PMK.07/2014   tentang   Perubahan   Atas   Peraturan



12. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  42  Tchun  2010
tentang   Tin   Koordinasi   Penanggulangan   Kendskinan
FTovinsi  dan   Kabupaten/Kota  (Berita  Negara  Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

13. Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor  8  Tchun  2014
tentang  Sistem  Informasi  Pembangunan  Daerah  (Berita
Negara Repubfik Indonesia Tahun 2014 Nomor 115);

14.  Peraturan  Menteri  Dalam  Negeri  Nomor 53  Tahun  2020
tentang   Tata   Kerja   dan    Penyelaras"i    Keba   serta
Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tan
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemis]chan Kabupaten / Kota;

15.  Peraturan  Menteri  Dalaln  Negeri  Nomor 77  Tahun  2020
tentang  Pedoman  Telmis  Pengelolaan  Keuangan  Daerah
(Berita  Negara  Repubfik  Indonesia  Tahun  2020  Nomor
1781);

16.  Pera.turan  Daerah  Kota  Palangka  Raya  Nomor  6  Tahun
2019   tentang   Pembentuhan   dan   Susunan   Perangkat
Daerah   Kota  Palangka  Raya  (Lembaran   Daerch   Kota
Palangka    Raya   Tahun    2019    Nomor   6,    Tambahan
Lembaran Daerah kota Palangka Raya Nomor 2) ;

17. Peraturan  Daerah  Kota  Palang±£a  Raya  Nomor  21  Tahun
2019 tentang Pembentuhan Produk Hukum Daerah Kota
Palangka  Raya  (Lembaran  Daerah  Kota  Palangka  Raya
Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan LembaLran Daerch Kota
Palangka  Raya Nomor 16);

18.  Peraturan  Daerah  Kota  Palangha  Raya  Nomor  5  Tahun
2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021  (I+embaran Daerah Kota Palangka
Raya Talun 2020 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah
Kota Palan8ka Raya Nomor 5);

19. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 59 Tahun 2020
tentang  Penjabaran  Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja
Daerah   Tahun   Anggaran   2021    (Berita   Daerah   Kota
Palan8ka Raya Tahun 2020  Nomor 58);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEDUA

:       KEPU TU S AN      WALIKOTA      PALAN GKA      RAYA      TENTAN a
PE MB E NTU KAN      TI M       KO O RD I NASI       PE NANGGU IANGAN
KEMISRINAN DAERAH KOTA PALANGRA RAYA TAHUN 2021

.      Membentuk   Tim    Koordinasi    Penanggulangan    Kemisldnan
Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2021 dengan susunan dan
keanggotaan sebagalmana tercantum dalani hampiran I sebagal
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

:      Tim sebagaimana dimaksud Dikeum KESATu mempunyal tugas



KETIGA :     Untuk melaksanakan tugasnya sebagainana dimck8ud dalani
Diktum  KEDUA,  Tin  Koordinasi  Penanggulangan  Kendskinan
Daerah Kota Palan9ka Raya menyelenggarakan fungsi:
a.    penyusunan    Rencana    Ken.a    Perangkat    Daerch    dan

Rencana Aksi .Kota;
b.    koordinasi     penyusunan     rancangan     Rencana     Kelja

Perarlgkat Daerah di bidang penanggulangan kemiskinan;
c.    koordinasi  pelaksanaan  progranl  bidang  penanggulangan

kehiskinan;
d.    fasifitas pengembangan kemitraan bidang penanggulangan

kemiskinan;
e.    penyusunan      instrument      pemantauan      pelaksanaan

pemantauan dan pelaporan hasil pemantauan pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan ;

f.     pengelolaan       pengaduan       masyarakat       di       bidang
penanggulangan   kemiskinan   sesuai   dengan   ketentuan
Peraturan Perundang-Undangan ;

9.    harmonisasi penyusunan Rencana Keria perangkat Daerah
Kabupaten/ Kota; dan

h.    pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh wa]jkota.
KEEMPAT                :      Untuk    membantu     kelancaran    pelcksanaan    tugas    Tim

Koordinasi   sebagainana  dimaksud  dalan   Diktum   KEDUA,
perlu   dibentuk  sekretariat  Tim   Kcordinasj  Penanggulangan
Kemiskinan Daerah sebagaimana tercantum dalam lanpiran 11
dan  membentuk  Kelompok  Pengelola  Program  sebagal-a
tercantum dalam Lanpiran Ill yang terdiri dari:
a.  kelompok  pengelola  program  bantuan  sosial  dan janinan

sosial terpadu berbasis rumah tangga; dan
b.  kelompok pengelola program pemberdayaan masyaralat dan

penguatan pelaku usaha mikro dan kecil.
KELIRA

KEENAM

KETUJUH

:      Selffetariat    Tim    Koordinasi    Penanggulangan    Kemiskinan
Daerah   sebagainana   dinalcsud   dalam   Diktum   KEEMPAT,
mempunyal tugas:
a.    memberikan dukungan administrasi tcknis;
b.    menyiapkan    data     dan     informasi     penanggulangan

kemiskinaLn;
c.    menyiapkan   bahan   Rencana   Kelja   Perangkat   Daerah,

Rencana Aksi dan Agenda Keria Tahunan; dan
d,    memberikan  dukungan  bahan  kebijakan  lainnya  kepada

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah.

Sekretariat    Tim    Koordinasi    Penanggulangan    Kemis]inan
Daerah   sebagaimana   dimaksud   dalam   Dikfum   KEEMPAT,
berkedudukan    pada    Badan    Perencanaan    Pembangunan
Daerah, Penelitian dan Pembangunan Kota Palangka Raya.
Sekretariat    Tim    Koordinasi    Penanggulangan    Kemiskinan



KEDELAPEN Tim   Koordinasi   Penanggulangan   Kemjs]chan   Daerah   Kota
Palangka  Raya  Tchun  2021   sebagainana  dimcksud  dalarn
Diktum RESATU Diberikan honorium sepanjang melaksanakan
tugas    tambahan    atau    perangkapan    fungsi    bagi    yang
bersangkutan  dfluar tugas  dan  fungsi  sehari-hari di instansi
masing- masing.

KESEMBIIAN           :    Honorium sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDErmAN
diberikan selana 12 (dua belas) bulan sebagainana tercantum
dalam hampiran IV Keputusan ini.

KESEPULUH           :      Segala  biaya  yang  dikeluarkan  sebagai  akibat  ditetapkarmya
Keputusan  ini,  dibebankan  pada  Anggaran  Pendapatan  dan
Belanja   Daerah   Kota   Palan8ka   Raya  Tahun   2021   melalui
Dokumen   Perubahan   Pelaksanaan   Anggaran   (DPPA)   pada
Badan  Perencanaan,   Pembangunan  Daerah,   Penelitian  dan
Pengembangan  Kota  PalangkaL  Raya  dan  Perangkat  Daerah
masing-masing.

RESEBEIAS
Walikota   Nomor   188.45/391/2020   tentang  Tim.   Ko-ordinasi
Penanggulangan   Kemisldnan   Daerah   Kota   Palangka   Raya
Tahun 2020 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDUABBLAS        :      Keputusan walikota ini mulai berlaku sejak tanggal  1 Januari
2021 sampai dengan tanggal 31 December 2021.

Pada  saat  Keputusan  Wahikota  ini mulai  berlarfu,  Keputusan

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal    29   Api'ti   lea
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WALIKOTA PALANGRA
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LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NOMOR   188.45/i|G /2021
TENTAING
PEMBE NTUKAN            TI M            KOORDI NASI
PENANGGULANGAN   KEMISKINAN   DAERAH
KOTA PAIANGRA RAYA TAIIUN 2021

SUSUNAN TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN
DAERAII KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

NO Njrm  jABATAN JABATAN DAIAM TIM3
1123456 2WAIJKOTAPALANGKARAYAWAKILWALIKOTAPALANGKA RAYASEKRETARISDABFLNIKOTAPALANGRA

PENANGGUNG JAWAB
KETUA
WARIL KE"A

RAYAKEPALA BADAN PERBNCANAAN
SEKRETARIS

PEMBANGUNAN DAERArl PENELITIAN DAN
PEE_QEMBANGAN KOTA PAIANGKA RAYAKEPAIADINA§SOSIAIKOTAPALANGRA

ANGGOTA
RAYA
KERALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, ANGGOTA
KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN, PERLINDUNCIAN ANAK, DAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA
PALENGKA RAYA

7 KEPAIA DINAS KEPENDUDUKAN DAN ANGGOTA
PENCATATAN SIPIL KOTA PALANGRA RAYA

8 SBKRETARIS BADAN PERENCANIIAN ANGGOTA
pEueANGUNAN DAERAI+ PENELITIAN DAN
PENGEMBANCIAN KOTA PALANGKA RAYA

i?'v,€a`#fro"APJm"



LAMPIEN 11
KEPUTUSAN WAI+IKOTA PALANGRA RAYA
NOMOR      188.45/i|6 /2021
TENTAVG
PE MB E NTU KAN               TI M               K0 0RDINAS I
PENANGGULANGAN      KEMISKINAN      DABFun
KOTA PAIANGKA RAYA TAIIUN 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT
TIM K00RDINASI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DAERAII KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

NO JABATAN DALOu TIM  I21 NAMA/JABATAN
1 3

1.

Tim Sekretariat
Ketua,, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan

Pada  Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Penelitian dan Pengembangan Kota Palangha
Raya

2. Wakil Ketua Kepala Sub Bidang Pemerintahan, Sosial,
Pemberdayaan MasyaLrakat dan Keluarga
Berencana Pada  Badan Perencanaarl
Pembangunan Daerah Penelitian dan
Pengembangan Kota Palan8ka Raya

3. An88Ota Kepala Bidang Perencanaan, Pengendahian dan
Evaluasi Pembangunan Daerah Pada  Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian
dan Pengembangan Kota Palan8ka Raya

4. Jin88Ota Kepala Sub Bidang Pendidikan, Kesehatan,
Pengawasan dan Kepegawaian Pada Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian
dan Pengembangan Kota Palangka Raya

5. Anggota Kepala Sub Bidang Kependridukan
Pariwisata,Budaya, Arsip, Kesatuan Bangsa dan
Politik Pada  Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Penefitinn dan Pengembangari Kota
Palangka Raya



16.7.8. 2 3
An88Ota Kepala Sub Bid Perencanaan Pembangunan

Daerah Pada  Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota
Palangka Raya

AnggotaAnggota KRISNA YULIANY, S.Pi
F`ungsional Umum Analis Perencanaan. Evaluasi
dan Pelaporan Pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, PeneHtian dan
Pengembangan Kota Palangka Raya
KHAIRUL FATA RIJAT, S.Sos
Fungsional Umum Analis Perencanaan , Evaluasi
dan Pelaporan Pada Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah, Penelitian dan
Pengembangan Kota Palangka Raya

9. Am8gota RAHMADEWI UTARI, S.Pd
Pengelola Bahan Kependudukan dan Pariwisata
Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah,
Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka
Raya

WALIKOT'A PALANGKA RAYA,
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LAMPIEN Ill
KEPUTUSAN WALIKOTA PAIANGRA RAYA
NOMOR    188.45/Ilo /2021
TENTANG
PE MB E NTU RAN            TIM            K00RD INAS I
PENANGGULANGAN   KEMISRINAN  DAERAH
KOTA PALANGRA RAYA TAHUN 2021

SUSUNAN KEI,OMPOK PENGEljoIA PROGF"
TIM K00RDINASI PENANGGULANGAN KEMISRTNEN

DAERAII KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

JABATAN

KELOMroK
I    Bantuan

DA" TIM

PENGELOLA

Keluarga dan lndividu

Ketua

Wakfl Ketua

ch8gota
An88Ota

An8gota

PROGRAM
Sosial dan janinan

NARA JABATAN

Sosial Teapadu Berbasis

A§isten Perekonomian dan

Rumah Tangga,

Pembangunan
Sekretaris Daerah Kota Palangka Raya

Kepala Dinas

Kepala Dinas
Kepala Dinas
Ruan
Kepala

Kesehatan Kota Palan8ka Raya

Pendidikan Kota Palan8ka Raya
Pekeljaan Umum dan Penataan

Kota Kota Palan
Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan

Permukiman dan Pertanahan Kota Palangka

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota
Palan
Kepala Dinas Perhubungan Kota PalangSza

Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Palan
Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah Kota Palan kaRa
Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palangka

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan PoHtik
Kota Palan
Kepala Satuan Pamong Praja Kota Palan8ka

Pinpinan Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial  Kesehatan Caban Palan aRa
Kepala Bidang Penangarran Falrir Mis]d]i
Pada Dinas Sosial Kota Palan kaRa
Kepala Bidang Pemberdayaan Sosial PadaL
Dinas Sosial Kota Palan.
Camat Bukit Batu



1 2 3
11   Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan Usaha dan Kecil

1.2.3. Ketua Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha
Kecil, Menengah dan Perindustrian Kota
Palangka Raya

WaH Ketua Kepala Dinas Tenaga Ken.a Kota Palangka
Raya

Anggota Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kota Palangka Raya

4. ch88Ota Kepala Dinas Komunikasi Informatik,
Statistik dan persandian Kota palan       Raya

5.6.7. ch8gota Kepala Dinas Pariwisata, Kebudayaan,
Kepemudaari dan Olahraga Kota Palangka
Raya

An88OtaLch88Ota Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palangka
Raya
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan
Penyelanatan Kota palan    a Raya

8. An88Ota Inspektorat Kota Palangka Raya
9.10. An88OtaAm88Ota Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset

Daerah Kota Palangka Raya
Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi
Daerah Kota Palangka Raya

11. An88Ota Sekretaris Dinas Pengendalian Penduduk,
Keluarga Berencana Pemberdayann
Perempuan, Pel`1indungan Anak, dan
Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka
Raya

12. An88ota Kepala Bagian Perekonomian Pada
Sekretariat Daerah Kota Palangka Raya

13. An88Ota Kepala Bagian Hukum Pada Sekretarint
Daerah Kota Palaned:a Raya

14. An88Ota Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Pada
Sekretariat Daerah Kota Palanedra Raya

15. An88Ota Kepala Bidang Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan. Anak Pada Dinas
Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan , Perlindungan
Anak, dan Pemberdayaan Masyarakat Kota
Palangka Raya

16. An8gota Kepala Sub Bactan Perundang-undangan
Bagian Hukum Pada Sekretariat Daerah Kota
Palanha Raya

WALIKOTA.,; PALANGRA RAYA,-,I



IAMPIRAN IV
KEPUTUSAV  WALIKOTA  PAIANGRA  RAYA
NOMOR 188.45/ `lb    /2021
TENTANG
PE MB E NTU KAN               TIM               KO ORDI NASI
PENANGGULANGAN     KEMlsRINAN     DAERAri[
KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2021

HONORARIUM TIM KOORDINASI PENANGGULANGAN KBMISKINAN
DAERAII KOTA PAIANGKA RAYA TAHUN 2021

WAI,IKOTA \PALANGRA RAYA,


